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Abstract

Alternative Dispute Resolution (ADR) has increasingly gained attention as an efficient
method for resolving conflicts outside formal litigation channels. This study aims to
analyze the advantages of ADR compared to court litigation through a normative
juridical approach, using data collected from literature review. The findings indicate that
ADR offers several advantages, including time and cost efficiency, procedural flexibility,
privacy protection for the parties involved, and the ability to preserve relationships after
disputes. In Indonesia, ADR has received legal recognition through Law Number 30 of
1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, its
implementation still faces challenges such as limited public awareness of ADR, a
shortage of competent practitioners, the dominance of litigation culture, and limitations
in infrastructure and technological access. To overcome these obstacles and enhance
the effectiveness of ADR, systematic efforts are needed, including practitioner
competency development, regulatory strengthening, supporting infrastructure
development, legal culture transformation, and international cooperation. These
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tindings affirm that, with strategic optimization, ADR has the potential to become a
primary solution for establishing faster, more cost-effective, and restorative justice—
oriented dispute resolution mechanisms in Indonesia.

Keywords: Alternative Dispute Resolution; Litigation; Mediation; Arbitration; Legal
Efficiency

Abstrak: Penyelesaian sengketa alternatif (Alernative Dispute Resolution/ ADR) semakin mendapat
perhatian sebagai metode penyelesaian konflik yang efisien di luar jalur litigasi formal. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis keunggulan ADR dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan
melalui pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data betrbasis studi pustaka. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ADR memiliki sejumlah keunggulan, antara lain efisiensi waktu dan
biaya, fleksibilitas prosedural, perlindungan privasi para pihak, serta kemampuan menjaga hubungan
baik pascasengketa. Di Indonesia, ADR telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun,
implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap
ADR, keterbatasan jumlah praktisi yang kompeten, dominasi budaya litigasi, serta keterbatasan
infrastruktur dan akses teknologi. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas
ADR, dibutuhkan upaya sistematis berupa peningkatan kompetensi praktisi, penguatan regulasi,
pembangunan infrastruktur pendukung, transformasi budaya hukum, dan kerja sama internasional.
Temuan ini menegaskan bahwa dengan optimalisasi strategis, ADR berpotensi menjadi solusi utama
dalam menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan berorientasi

pada keadilan restoratif di Indonesia.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Litigasi; Mediasi; Arbitrase; Efisiensi Hukum.

PENDAHULUAN

Keunggulan Alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi pilihan yang semakin
banyak dipertimbangkan oleh berbagai pihak, terutama jika dibandingkan dengan proses
litigasi di pengadilan. Salah satu keunggulan utama dari alternatif penyelesaian sengketa
adalah efisiensi waktu dan biaya (Sari, 2018). Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan
waktu lama dan biaya yang tidak sedikit (Hakim, 2017). Dalam banyak kasus, alternatif seperti
mediasi atau arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, memberikan hasil
yang lebih cepat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa
lebih fleksibel. Proses ini memungkinkan para pihak untuk merancang solusi yang lebih
sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, tanpa terikat pada prosedur hukum yang ketat.
Hal ini menciptakan peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih kreatif dan saling

menguntungkan.
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Keunggulan lainnya adalah privasi. Litigasi di pengadilan adalah proses publik, yang
berarti informasi yang terungkap selama sidang dapat diakses oleh umum (Rohaini et al.,
2024). Sebaliknya, alternatif penyelesaian sengketa sering kali bersifat rahasia bagi kedua
belah pihak, dan juga memberikan keamanan dan perlindungan terhadap informasi sensitif.

Selain  itu

3

alternatif penyelesaian sengketa memungkinkan para pihak untuk
mempertahankan hubungan baik. Dalam banyak kasus, proses litigasi dapat menimbulkan
ketegangan dan konflik yang berkepanjangan antara pihak-pihak yang bersengketa.
Sementara itu, dengan menggunakan mediasi atau negosiasi, para pihak lebih mungkin untuk
mempertahankan hubungan profesional atau pribadi mereka, bahkan setelah sengketa

diselesaikan (Lestari, 2013; Kairupan, 2023).

Terakhir, alternatif penyelesaian sengketa sering kali memberikan hasil yang lebih
memuaskan. Proses yang bersifat kolaboratif dapat menghasilkan solusi yang dipahami dan
diterima oleh semua pihak, dibandingkan dengan keputusan yang dipaksakan oleh
pengadilan. Hal ini dapat berkontribusi pada kepuasan jangka panjang dan mengurangi
kemungkinan sengketa di masa depan. Dengan mempertimbangkan semua keunggulan ini,
tidak heran jika alternatif penyelesaian sengketa semakin memperoleh tempat di kalangan
individu dan organisasi. Hal ini menunjukkan perubahan positif dalam cara kita mendekati
penyelesaian masalah dan konflik, menciptakan jalan yang lebih harmonis dan efisien untuk

mencapai keadilan (Albar, 2019).

Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) hadir
sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut. Metode ADR mencakup mediasi,
arbitrase, dan negosiasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan
dengan mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kesepakatan bersama (Syaroni &
Widyaningrum, 2024). Berbeda dengan litigasi yang bersifat adversarial, ADR cenderung
menckankan pada pendekatan win-win solution yang dapat menjaga hubungan baik antara

para pihak (Lestari, 2013).

Dalam konteks perkembangan hukum modern, keberadaan ADR tidak hanya diakui
tetapi juga didorong penggunaannya oleh berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun
internasional. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi dasar hukum yang mengatur praktik ADR
(Ningtyas, 2014). Meski demikian, pemahaman dan pemanfaatan ADR oleh masyarakat

masih terbatas.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam keunggulan
penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Dengan
memahami kelebihan ADR, diharapkan masyarakat dan praktisi hukum dapat lebih
mendorong penggunaannya sebagai metode utama dalam menyelesaikan berbagai jenis

sengketa.

METODE

Pendekatan yuridis normative adalah metode yang digunakan untuk penelitian ini,
tujuan kajian ini untuk menganalisis dan memahami konsep keunggulan penyelesaian
sengketa alternatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Penelitian ini termasuk salah
satu jenis penelitian hukum, yang berfokus pada analisis dan interpretasi hukum dan
peraturan yang terkait dengan penyelesaian sengketa alternatif dan litigasi (Marzuki, 2017).
Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu diantaranya: Menganalisis dan memahami
konsep penyelesaian sengketa alternatif dan litigasi melalui studi kepustakaan. Sumber data
yaitu dari data primer dan sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah dan buku berkaitan dengan
penyelesaian sengketa alternatif dan litigasi. Analisis data menggunakan konten analisis atau
analisi isi (Sari et al., 2023). Penelitian dimulai pada tanggal 6 April sampai dengan 17 April
2025.

HASIL
1. Alasan munculnya ADR

Kemunculan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dilatarbelakangi oleh
berbagai permasalahan dalam sistem peradilan formal, atau litigasi, yang dianggap kurang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Berikut adalah
beberapa alasan utama yang mendorong perkembangan (ADR) (Winarta, 2022;
Lesmana, 2020):

a. (ADR) muncul sebagai jawaban atas berbagai masalah yang muncul dari sistem litigasi
formal di pengadilan. Di antaranya adalah penumpukan kasus yang mengakibatkan
kemacetan, proses yang panjang dan memakan biaya, serta hasil yang seringkali tidak
memuaskan.

b. Proses peradilan yang memerlukan biaya tinggi menjadi salah satu kendala. Litigasi
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sering kali membutuhkan pengeluaran besar, termasuk untuk biaya pengacara,
administrasi, serta waktu yang tidak sedikit.

c. Sistem peradilan formal juga cenderung bersifat kaku dan formalistis, terikat pada
prosedur hukum yang ketat. Hal ini seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan
penyelesaian yang cepat dan fleksibel.

d. Selain itu, kurangnya kepuasan terhadap keputusan pengadilan menjadi masalah lain.
Putusan yang bersifat win-lose membuat salah satu pihak merasa dirugikan, yang
akhirnya berpotensi merusak hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.

e. (ADR) diciptakan untuk mengatasi keterbatasan litigasi formal dengan menawarkan
mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif.
Pendekatan ini lebih menckankan pada kerja sama dan kesepakatan yang saling
menguntungkan antara para pihak yang bersengketa.

2. Adapun Urgensi Penggunaan (ADR) dalam Konteks Hukum Indonesia antara
lain adalah :

a. Legalitas yang Diakui oleh Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.

(ADR) telah diakui secara hukum melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak untuk
menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur alternatif, seperti arbitrase, mediasi, atau
konsiliasi, tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa
ADR bukan hanya sekadar alternatif, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem
peradilan nasional yang sah dan efektif (Agustina, 2024; Lestari, 2013).

b. Meningkatkan Akses terhadap Keadilan.

Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan adalah terbatasnya akses
masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil
atau kurang mampu secara ekonomi. (ADR) menawarkan solusi dengan menyediakan
mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Sebagai
contoh, mediasi dapat dilakukan secara daring, yang mengurangi kebutuhan untuk
hadir secara fisik di pengadilan serta mengurangi biaya transportasi dan administrasi.
Selain itu, (ADR) memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa memerlukan pengacara,

sehingga lebih inklusif bagi masyarakat (Simandjuntak & Singkay, 2024).
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c. Relevansi Sosial Ekonomi dalam Masyarakat Modern.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kompleksitas hubungan sosial dan
ckonomi meningkat, yang menciptakan potensi sengketa yang lebih besar. Dalam
konteks ini, (ADR) menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap
dinamika yang ada. Misalnya, dalam sengketa bisnis internasional, (ADR)
memungkinkan penyelesaian yang efisien tanpa harus melalui proses litigasi di berbagai

yurisdiksi berbeda (Oktavia, 2024).
3. Perbandingan prosedur dan hasil penyelesaian

Perbandingan antara prosedur dan hasil penyelesaian sengketa melalui Alternative
Dispute Resolution (ADR) dan litigasi menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.
Prosedur (ADR) bersifat lebih informal dan fleksibel, biasanya disepakati oleh semua
pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam proses ini, metode seperti negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau arbitrase digunakan, memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk lebih
mengendalikan jalannya proses dan hasil akhir. Proses (ADR) juga dikenal lebih cepat dan
efisien, seringkali selesai dalam waktu singkat dan mampu menjaga kerahasiaan informasi
para pihak. Di sisi lain, litigasi adalah proses yang lebih formal, terikat pada peraturan
hukum dan prosedur pengadilan yang ketat. Proses ini cenderung membutuhkan waktu
yang lama, bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, dan biasanya terbuka
untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Dalam litigasi, hakim memainkan peran
utama dalam menentukan hasil akhir, sehingga kontrol para pihak terhadap keputusan

yang diambil menjadi terbatas.

Dari aspek biaya, (ADR) umumnya lebih ekonomis karena proses yang singkat dan
minim formalitas, sedangkan litigasi cenderung lebih mahal karena prosedur yang panjang
dan biaya pengadilan yang tinggi. Hasil dari (ADR) biasanya berupa kesepakatan yang
mengarah pada solusi win-win, sehingga hubungan baik antar pihak dapat terjaga.
Keputusan dalam (ADR) bisa berupa kesepakatan bersama atau putusan arbiter yang
sifatnya final, namun tetap lebih fleksibel dan dapat diterima oleh semua pihak. Sebaliknya,
hasil dari litigasi berupa putusan hakim yang bersifat yudisial dan mengikat secara hukum,
dengan pola menang-kalah, yang terkadang dapat memperburuk hubungan antara pihak-
pihak yang berkonflik. Selain itu, eksekusi putusan litigasi sering kali memerlukan langkah-
langkah tambahan yang dapat menambah beban waktu dan biaya. Secara keseluruhan,

(ADR) menawarkan penyelesaian yang lebih efisien, hemat biaya, dan berfokus pada
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kerjasama, sementara litigasi memberikan kepastian hukum melalui keputusan yang
mengikat, namun dengan proses yang lebih formal, panjang, dan mahal. Pilihan antara
(ADR) dan litigasi sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing pihak, urgensi
penyelesaian, serta keinginan untuk mempertahankan hubungan baik atau menuntut

kepastian hukum dengan lebih tegas (Oktavia, 2024; Pramudya, 2018).
4. Tantangan yang dihadapi oleh ADR

Tantangan dalam penerapan ADR yaitu kurangnya pengakuan dan pemahaman
dalam memahami manfaat dan mekanisme ADR, sehingga kurang tertarik menggunakan
alternatif penyelesaian masalah. Mediator dan arbiter yang terbatas seringkali kurang
kompeten tidak memiliki pengetahuan mengenai dalam isu-isu seperti ketenagakerjaan,
sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan lambat dan kurang efektif. Aturan budaya
litigasi, aturan budaya konflik hukum yang kuat di Indonesia seringkali meninggalkan
ADR sebagai pilihan kedua daripada sebagai solusi utama, banyak partai politik percaya
pada penyelesaian melalui pengadilan formal. Ketimpangan kekuatan antara pihak dalam
proses ADR, di mana pihak yang lebih kuat (misalnya perusahaan) sering mendominasi
ke negosiasi dan menyulitkan pihak yang lebih lemah merasa tidak adil. Infrastruktur
terbatas dan akses khususnya di daerah terpencil, teknologi pendukung seperti akses ke
lembaga ADR yang kompeten, mediasi online, dll. Masih terbatas, menghambat distribusi
penggunaan ADR. Keamanan data dan kerahasiaan berbasis online (ODR), masalah
keamanan data dan kerahasiaan informasi adalah tantangan penting bahwa proses
penyelesaian sengketa harus diatasi dengan cara yang dapat dipercaya (Ardhiyaningrum &
Setiawan, 2024).

5. Kelemahan ADR

Ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya ADR yaitu diantaranya: kurangnya
kepastian hukum ADR kadang dianggap kurang memberikan kepastian hukum yang sama
kuatnya dengan putusan pengadilan sehingga menimbulkan keraguan bagi para pihak.
Keengganan berunding dan tidak merasa setara, beberapa pihak merasa tidak setara dalam
proses ADR yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Kurangnya itikad baik dari
pihak terkait dalam beberapa kasus, pihak yang lebih kuat tidak menunjukkan komitmen
atau iktikad baik dalam proses ADR, sehingga hasilnya kurang memuaskan dan
memperburuk kepercayaan terhadap ADR. Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan

dan kelemahan tersebut diperlukan upaya seperti peningkatan kemampuan mediator
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membentuk dan sosialisasi manfaat ADR, memperkuat infrastruktur dan
mengembangkan peraturan untuk mendukung pemilihan utama dalam penyelesaian
sengketa di Indonesia (Anggraeni et al., 2025).

6. Studi kasus atau contoh penerapan ADR di Indonesia

Studi pada penyelesaian sengketa tanah di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa
ketidaksetaraan sosial mempengaruhi proses penyelesaian sengketa dan ADR adalah
alternatif yang lebih cepat dan lebih damai dari litigasi pengadilan. Study komparatif
dengan Hongaria menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tradisi ADR yang kuat melalui
musyawarah dan mufakat, tetapi sistem ADR formal perlu ditingkatkan dengan peraturan
dan infrastruktur yang lebih baik agar lebih efektif dan diakui secara umum. Meskipun
penerapan ADR di Indonesia telah berurusan dengan berbagai bidang seperti sengketa
tanah, pekerjaan, sengketa BOE, sengketa konsumen dan solusi hukum adat, tetapi masih
ada ruang untuk pengembangan dan peningkatan efektivitasnya (Ardhiyaningrum &
Setiawan, 2024; Atmasasmita, 20106).

7. Contoh penerapan ADR di Indonesia

ADR informal sangat umum dipraktikkan di Indonesia, khususnya dalam
penyelesaian sengketa tanah, ketenagakerjaan dan lingkungan. Proses ini sering
menggunakan musyawarah dan mufakat, yang merupakan bagian dari budaya lokal dalam
menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus ke pengadilan. Penyelesaian sengketa di
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mediasi sebagai bentuk ADR digunakan untuk
menyelesaikan sengketa antar BUMN. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi
dalam konteks ini tidak sepenuhnya efektif dalam konteks ini karena karakteristik khusus
dari sengketa BUMN. Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa pengembangan
mekanisme keputusan sebagai alternatif untuk ADR dalam konflik BUMN lebih tepat
(Alius,2019).

Penerapan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia sebagai upaya mengurangi
beban di pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Contohnya, Undang-
undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
mendorong penggunaan mediasi, negoisasi dan konsiliasi sebagai metode penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Di beberapa wilayah seperti Riau, penyelesaian sengketa
masih dilakukan oleh lembaga biasa yang memprioritaskan musyawarah dan mufakat. Ini
merupakan bentuk ADR yang berakar pada kebijaksanaan lokal, tinggal di samping sistem
hukum nasional (Oktavia, 2024).
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8. Peran regulasi
Peran peraturan dan institusi sangat penting untuk implementasi alternatif dispute
resolusi(ADR), yang memungkinkan implementasi proses penyelesaian sengketa dapat
berjalan dengan efektif, efisien dan terpercaya. ADR peran peraturan dalam mendukung
peraturan menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk ADR dan prosedur yang jelas
untuk mengimplementasikan ADR seperti yang terlihat dalam peraturan federal AS yang
mengatur ADR secara murah dan cepat, dengan syarat partisipasi sukarela dan prosedur
alternatif oleh para pihak. Di tingkat Uni Eropa, peraturan seperti Directive 2013/11/EU
dan perubahannya mengatur ADR, khususnya dalam mengatur konsumen menetapkan
standar independensi keanggotaan. Regulasi jika mendorong penggunaan ADR di
berbagai sektor dengan memberikan insentif dan kewajiban tertentu titik misalnya,
kewajiban respon catatan bisnis terhadap permintaan ADR pada waktu tertentu
memungkinkan kasus yang sama dengan efisiensi proses (Armaylisem et al., 2025).
9. Peran lembaga dalam mendukung ADR
Peran lembaga ADR yang bertugas menyediakan mekanisme penyelesaian yang
netral, independen dan profesional seperti mediasi prosedur arbitrase dan lembaga
penasehat yang diatur oleh peraturan khusus untuk memenubhi standar kualitas dan etika.
Di tingkat pemerintahan, terdapat kelompok kerja atau unit khusus yang mendukung
pengembangan dan implementasi program ADR. Sebagai contoh badan ADR juga akan
berpartisipasi dalam pembentukan dan sosialisasi pemerintah daerah dan aktor ekonomi
mengenai manfaat dan prosedur ADR untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi di
akhir pengadilan. Selanjutnya, badan ADR menyediakan platform teknologi seperti
platform online untuk menyelesaikan penyelesaian online Uni Eropa, memfasilitasi akses
dan penyelesaian penyelesaian melalui batas-batas digital (Nugroho, 2019; Kolopaking,
2021).
10.Strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan ADR
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berikut beberapa strategi utama untuk
meningkatkan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia:
a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi praktisi ADR
b. Melaksanakan pelatihan berkelanjutan dan bersertifikasi bagi mediator, arbiter, dan
praktisi ADR lainnya untuk meningkatkan kualitas dan profesional mereka.

c. Pendidikan dan sosialisasi faktor ekonomi dan masyarakat
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d. Meningkatkan kesadaran bahwa ADR adalah metode yang efektif dan pemecahan
perdamaian yang memungkinkan bisnis yang dipertahankan. Meningkatkan kesadaran
bahwa ADR adalah metode penyelesaian perdamaian yang sah efisien dan dapat
menjaga hubungan bisnis.

e. Penguatan regulasi dan kebijakan pendukung mendorong regulasi yang mewajibkan
mediasi atau ADR sebagai langkah awal sebelum pengadilan sehingga mengurangi
ketergantungan pada litigasi. Memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk
mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan ADR agar hasilnya dapat
dipatuhi secara hukum.

f. Apa pengembangan infrastruktur ADR yang merata memperluas akses lembaga ADR
profesional hingga ke daerah-daerah terpencil dengan membangun lembaga cabang
ADR di berbagai provinsi. Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti
mediasi daring untuk mengatasi kendala geografis dan meningkatkan aksesibilitas.

g. Mendorong budaya penyelesaian sengketa melalui ADR: mengubah paradigma budaya
hukum dari litigasi dominan menjadi mengutamakan penyelesaian penyelesaian secara
damai dan kooperatif dan. Mempromosikan ADR sebagai strategi manajemen risiko
yang efektif dalam dunia usaha dan hubungan bisnis.

h. Memperkuat komitmen para pihak terhadap kesepakatan ADR: mempelajari
mekanisme pengawasan dan penegakan hukum ADR, misalnya dengan keterlibatan
lembaga pengawas atau pengesahan pengadilan. Meningkatkan peran pihak ketiga yang
netral, seperti ombudsman, untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan ADR secara
adil dan konsisten.

1. Kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan: mengadopsi praktek terbaik
dari negara lain yang telah berhasil menerapkan ADR secara luas. Melakukan kerjasama
internasional untuk meningkatkan standar dan metode penyelesaian alternatif di
Indonesia. Dengan strategi-strategi tersebut, HDR dapat menjadi metode utama dalam
penyelesaian penyelesaian bisnis dan penyelesaian lainnya, yang lebih cepat, hemat
biaya, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak. Hal ini juga akan mendukung
terciptanya iklim bisnis yang kondusif dan berkeadilan di Indonesia (Ardhiyaningrum

& Setiawan, 2024,
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PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai Alternatif Penyelesaian
Sengketa (ADR) di Indonesia. Kemunculan ADR didorong oleh kelemahan sistem litigasi
formal, seperti proses yang panjang, mahal, dan tidak fleksibel. ADR menawarkan solusi yang
lebih cepat, murah, dan kolaboratif seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penelitian
menunjukkan urgensi penggunaan ADR karena telah mendapat legitimasi hukum melalui UU
No. 30 Tahun 1999, mampu meningkatkan akses terhadap keadilan, dan relevan dalam

konteks sosial ekonomi modern.

Perbandingan prosedur dan hasil menunjukkan ADR lebih fleksibel, efisien, dan
menjaga hubungan baik, sedangkan litigasi lebih formal, mahal, dan menghasilkan keputusan
win-lose. Namun, penerapan ADR menghadapi tantangan seperti minimnya pemahaman,
rendahnya kepercayaan, serta infrastruktur dan SDM yang terbatas. Lemahnya posisi tawar

pihak tertentu juga menjadi kendala.

Penelitian juga menampilkan contoh penerapan ADR, misalnya dalam sengketa tanah
dan hubungan industrial, serta menyoroti pentingnya regulasi dan peran lembaga dalam
mendukung ADR. Di akhir, penelitian menyajikan strategi penguatan ADR melalui pelatihan,

sosialisasi, digitalisasi, serta kolaborasi internasional.

Hasil penelitian sejalan dengan teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip
Selznick, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya adaptif terhadap kebutuhan masyarakat
(Djauzie, 2025). ADR merupakan bentuk hukum yang lebih responsif dibanding litigasi,
karena bersifat partisipatif dan lebih memperhatikan keadilan substantif daripada prosedural.
Selain itu, teori Restorative Justice juga relevan (Santoso, 2023). Teori ini menekankan pada
rekonsiliasi, keadilan partisipatif, dan pemulihan hubungan. ADR, khususnya mediasi dan
konsiliasi, mencerminkan pendekatan ini karena fokusnya bukan pada penghukuman,

melainkan pada pemecahan damai dan kesepakatan bersama.

Dari perspektif Law and Development, ADR juga dipandang sebagai instrumen untuk
memperluas akses keadilan di negara berkembang, di mana sistem hukum formal seringkali
belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. ADR mendorong efisiensi dan inklusivitas

hukum, terutama di daerah terpencil.

Kaitan hasil dengan penelitian terdahulu oleh (Winarta, 2022) dan (Lesmana, 2020)

Keduanya menekankan alasan munculnya ADR sebagai respons terhadap kelebihan beban
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sistem peradilan formal. Temuan ini dikonfirmasi oleh penelitian ini, yang menyebutkan

bahwa sistem litigasi menghadapi masalah waktu, biaya, dan rigiditas prosedural.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa _A/ernative Dispute Resolution (ADR) memiliki
sejumlah keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di
pengadilan. Keunggulan tersebut mencakup efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas prosedur,
tingkat kerahasiaan yang tinggi, kemampuan menjaga hubungan baik antar pihak, serta
potensi menghasilkan kesepakatan yang lebih memuaskan bagi para pihak. Di Indonesia,
keberadaan ADR telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengakuan ini memperkuat posisi
ADR sebagai mekanisme penyelesaian yang inklusif, khususnya dalam perkara perdata

komersial dan keperdataan lainnya.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada pendalaman pemahaman terhadap
mekanisme ADR dan identifikasinya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang adaptif
dan progresif dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini mengungkapkan keunggulan ADR
dari berbagai aspek—baik prosedural maupun substansial—dan menyajikan analisis
komparatif yang memperjelas perbedaan fundamental antara ADR dan litigasi. Temuan ini
memberikan landasan teoretis dan empiris yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan,
akademisi, dan praktisi hukum dalam mendorong pemanfaatan ADR secara lebih luas dan

sistematis di Indonesia.

Penelitian ini juga menjawab persoalan tentang hambatan-hambatan utama dalam
implementasi ADR, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, keterbatasan jumlah
praktisi yang kompeten, dominannya budaya litigasi dalam penyelesaian sengketa, serta
kendala infrastruktur dan akses terhadap teknologi. Meski demikian, potensi ADR dalam
meningkatkan akses terhadap keadilan dan menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien
tetap terbuka lebar. Dengan dukungan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan,

ADR dapat menjadi pilar penting dalam reformasi sistem peradilan perdata di Indonesia.

Sebagai rekomendasi, penelitian lanjutan perlu dilakukan secara lebih mendalam
dengan pendekatan empiris untuk mengukur efektivitas ADR dalam praktik penyelesaian
sengketa di berbagai sektor. Studi komparatif dengan negara-negara lain juga akan

memperkaya perspektif dalam pengembangan kebijakan ADR di tingkat nasional. Selain itu,
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penting untuk menggali lebih lanjut peran teknologi digital dalam memperluas akses, efisiensi,
dan kepercayaan terhadap mekanisme ADR, sehingga mampu menyesuaikan dengan
dinamika sosial dan perkembangan zaman. Upaya edukasi publik dan pelatihan bagi para
praktisi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat penerapan ADR di Indonesia

secara menyeluruh.
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